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KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja {Renja) Kecamatan Benjeng

Kabupaten Gresik rahun zazs adalah dokumen perencanaan

pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman pada

Rencana strategis Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik rahun
2021 - 2026 serta Rancangan perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah {RKPD} Tahun zazs, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Benjeng Kabupaten
Gresik.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
Tahun 2A25 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja
pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2021
- 2026, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaail Pembangunan. Kabupaten
Gresik guna menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja pemerintah Daerah
(RKPD) T*hun 2025, serta menjadiacuan dan pedoman bagi penyusunan perubahan

Rencana Ker.la dan Anggaran {Rl(A} Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun
2425 dan Rancangan Perubahan APBD Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
Tahun 2025-

ilengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja iRenjai Kecamatan Benjeng
Kabupaten Gresik Tahun 2*25, diharapkan semoga dapat diimplementasikan sebaik-
baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada sernua pihak yang telah herpera* dalam penyusunan dokumen
rencana keria ini disampaikan terinrakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif
dari semua pihak senantiasa diharapkan bagi penyempurnaan Perubahan Rencana
Kerja {Renja} Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2025 pada masa
mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai 

penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik Tahun 2021 – 2026 yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026. 

Oleh karena itu, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik Tahun 2025 disusun mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 

dan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

Tahun 2021-2026. 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik memiliki tugas Membantu bupati 

dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja 

kecamatan yang meliputi : Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat, Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum, Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan, Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan 

fasilitas pelayanan umum, Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan di tingkat kecamatan, Membina penyelenggaraan pemerintahan 

desa dan/atau kelurahan, dan Melaksanakan pelayanan masyarakat yang 

menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan. 

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan Rencana Kerja 

(Renja) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tahun 2025 memuat uraian 

tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2025 sebagai bahan bagi 

penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan sebagai pedoman bagi 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk menyusun Perubahan RKA dan 

Perubahan DPA Tahun 2025 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan 

Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025. 

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan 

Benjeng Kabupaten Gresik didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara 



 

 
 

 

formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) Kecamatan dan  penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tahun 2025 yang diselaraskan dengan 

hasil rapat Forum SKPD Kecamatan Benjeng sebagaimana diamanatkan pada 

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,pelaporan kinerja dan 

tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Menteri 

dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran 

- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025.  

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik Tahun 2025 perlu untuk dilakukan sehubungan dengan terbitnya 

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025. 

 

KETERKAITAN RENJA DENGAN DOKUMEN RKPD, RENSTRA, RENJA 
K/L DAN RENJA PROVINSI KABUPATEN/KOTA 

 



 

 
 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan 

penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik Tahun 2025, antara lain meliputi : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 



 

 
 

 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Rapublik Indonesia 6757);  

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856);  

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6987); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 



 

 
 

 

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 6042); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

206);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322);  



 

 
 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323);  

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);  

22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);  

23. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2025 Nomor 206);  

24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);  

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

927);  



 

 
 

 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 

yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

197);  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan 

Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);  

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

970);  

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114);  

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 



 

 
 

 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447);  

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);  

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781);  

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543); 

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 

Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor 96); 

39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita 

Daerah Provinsi Jawa Timur 2024 Nomor 19 Seri E);  

40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8); 



 

 
 

 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah 

beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 

Nomor 24);  

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 

Nomor 2);  

44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 

Nomor 8); 

45. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 40); 

46. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di 

Kabupaten Gresik; 

47. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1. MAKSUD 

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah untuk 

menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional 

dari perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tahun 2021 - 2026 serta dasar 

evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja SKPD dan memuat tujuan, 

sasaran, program , kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sebagai 



 

 
 

 

bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025. Perubahan RKPD Kabupaten 

Gresik Tahun 2025 tersebut digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas 

dan Perubahan Plafon Anggaran (PPA) dan Perubahan Rancangan 

APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025. 

1.3.2. TUJUAN 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan 

kebijakan dan prioritas pembangunan di Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik. Disamping itu Perubahan Rencana Kerja (Renja) 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini juga digunakan 

sebagai evaluasi kegiatan tahun sebelumnya guna penyusunan 

kegiatan tahun mendatang. Adapun tujuan disusunnya Perubahan 

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 

2025  adalah : 

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub 

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif 

dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik tahun 2025; 

2. Sebagai pedoman Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk 

menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan 

Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 

untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Perubahan 

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2025; 

3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

APBD Tahun Anggaran 2025.  

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2025 berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata 



 

 
 

 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN 

BENJENG KABUPATEN GRESIK TRIWULAN II TAHUN 2025 

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian 

Renstra Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik 

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 

2025 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat 

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana 

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah 

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik 

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik 

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BAB V : PENUTUP 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 



 

 
 

 

BAB II 

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 

KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK TRIWULAN 

II TAHUN 2025 

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN 

BENJENG TRIWULAN II TAHUN 2025 

Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik Tahun 2025 dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) untuk ditetapkan menjadi Perubahan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik Tahun 2025. Program dan Kegiatan yang di rencanakan dalam 

Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Benjeng Tahun 2025, 

dilaksanakan seperti yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( 

DPA-SKPD ) dan diperbarui dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan 

Anggaran ( DPPA-SKPD ) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2025. 

Hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Triwulan II pada tahun 2025 

Kecamatan Benjeng telah diukur dari sasaran strategis mendapat predikat 

Baik, evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas 

kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui 

program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun 

melebihi target kinerja yang direncanakan, serta untuk memastikan 

kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan 

dengan realisasinya. 

Dalam rangka mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada 

tahun 2025 Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah mendapat alokasi 

anggaran sebesar 4.658.246.641,89 ( Empat miliar enam ratus lima puluh 

delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu 

rupiah delapan puluh sembilan sen ) dengan realisasi sebesar Rp 

1.966.095.635,66 ( Satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta Sembilan 

puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh enam sen) atau   

42,21 %, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 

2.692.151.006,23 ( Dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus lima 

puluh satu ribu enam rupiah dua puluh tiga sen ). Alokasi anggaran tersebut 



 

 
 

 

digunakan untuk melaksanakan 1 Urusan Kewilayahan melalui 6 program 

terdiri 13 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Adapun realisasi target fisik dan 

keuangan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada Triwulan 

II pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut : 



 

 
 

 

TABEL 2.1.1 

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK TRIWULAN II TAHUN 2025 

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 

1 2 3 4

7.01.05. KECAMATAN BENJENG 100 4.658.246.641,89 42,21 1.966.095.635,66 42,21 42,21 142,21 16.018.000.840,79 142,21 59,85

7.01.00. URUSAN KEWILAYAHAN 100 4.658.246.641,89 42,21 1.966.095.635,66 42,21 42,21 142,21 16.018.000.840,79 142,21 59,85

7.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian sasaran 

program OPD
Persen 100 4.537.539.141,89 42,52 1.929.300.635,66 42,52 42,52 142,52 14.641.218.190,79 142,52 59,82

7.01.01.2.01
Perencanaan, Pengangguran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja 

dan Keuangan
 Persen 100 17.359.800,00 17,37 3.015.130,00 17,37 17,37 117,37 65.489.940,00 117,37 40,63

7.01.01.2.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Fasilitasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan, Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  

Dokumen 8 26.399.940,00 100 101

7.01.01.2.02.0001
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah
Dokumen 4 8.770.000,00 2 1.826.000,00 50 21 6 6.981.900,00 38 13

7.01.01.2.01.06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan kinerja yang 

akuntabel
Dokumen 8 26.399.940,00 100 101

7.01.01.2.01.0006

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Laporan 4 8.589.800,00 2 1.189.130,00 50 14 6 5.708.160,00 38 10

95 6 7 8

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra Perangkat 

Daerah s/d Tahun 2025

Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

Perangkat Daerah s/d 

Tahun 2025 (%)

Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

Renja SKPD 

Tahun 2025 

(%)

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

Berjalan yang di 

evaluasi (2025)

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah  yang 

dievaluasi Triwulan II Tahun 

2025

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program / 

Kegiatan / Sub Kegiatan
Satuan

 



 

 
 

 

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 

1 2 3 4

7.01.01.2.02
Administrasi Keuangan perangkat 

Daerah

Jumlah Penyediaan  Gaji dan 

Tunjangan ASN
Persen 100 3.957.918.730,59 45,48 1.800.213.390,66 45,48 45,48 145,48 12.682.921.613,79 145,48 64,86

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN  
 Bulan (2021-

2022) 
12 5.882.474.586,00 100 106

7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

 Orang/Bulan

(2023-2026) 
25 3.957.918.730,59 25 1.800.213.390,66 100 45 50 6.800.447.027,79 200 48

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah fasilitasi terhadap Administrasi 

Umum Perangkat Daerah
Persen 100 122.361.011,30 5,95 7.283.500,00 5,95 5,95 105,95 395.332.448,00 105,95 32,06

'7.01.01.2.06.02 
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Persentase tersedianya ATK, bahan 

kebersihan, listrik dan pengadaan alat 

kantor lainnya

Persen 100 178.805.628,00 100 102

7.01.01.2.06.0002
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan
Paket 8 43.484.800,00 4 3.787.600,00 50 9 12 31.566.700,00 38 11

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman rapat
 Bulan (2021-

2022) 
12 114.000.000,00 100 106

7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan
Paket 4 16.887.500,00 2 1.800.000,00 50 11 6 10.800.000,00 38 4

7.01.01.2.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan

 Bulan (2021-

2022) 
12 29.224.820,00 100 100

7.01.01.2.06.0005
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan
Paket 2 8.245.761,30 1 695.900,00 50 8 3 7.063.300,00 38 10

95 6 7 8

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra Perangkat 

Daerah s/d Tahun 2025

Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

Perangkat Daerah s/d 

Tahun 2025 (%)

Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

Renja SKPD 

Tahun 2025 

(%)

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

Berjalan yang di 

evaluasi (2025)

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah  yang 

dievaluasi Triwulan II Tahun 

2025

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program / 

Kegiatan / Sub Kegiatan
Satuan

 



 

 
 

 

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 

1 2 3 4

7.01.01.2.06.06 
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan
Penyediaan media cetak

 Bulan (2021-

2022) 
12 7.540.000,00 100 90

7.01.01.2.06.0006 
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

Disediakan

Dokumen 24 3.000.000,00 12 1.000.000,00 50 33 36 5.870.000,00 38 30

7.01.01.2.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD
Penyediaan perjalanan dinas Tahun 1 10.462.000,00 100 42

7.01.01.2.06.0009
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Laporan 12 2.563.000,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0

7.01.01.2.06.0011

 Dukungan Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD

Dokumen 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

7.01.01.2.06.0011

 Dukungan Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD

Dokumen 4 48.179.950,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0

7.01.01.2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan
Persen 100 367.939.600,00 30,46 112.088.615,00 30,46 30,46 130,46 1.185.522.419,00 130,46 54,92

7.01.01.2.08.02 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah pemenuhan jasa telkom listrik air, 

petugas kebersihan, penjaga kantor

 Bulan (2021-

2022) 
12 145.214.186,00 100 64

7.01.01.2.08.0002 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

Laporan 12 72.111.600,00 6 16.575.615,00 50 23 18 90.907.839,00 38 17

95 6 7 8

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra Perangkat 

Daerah s/d Tahun 2025

Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

Perangkat Daerah s/d 

Tahun 2025 (%)

Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

Renja SKPD 

Tahun 2025 

(%)

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

Berjalan yang di 

evaluasi (2025)

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah  yang 

dievaluasi Triwulan II Tahun 

2025

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program / 

Kegiatan / Sub Kegiatan
Satuan

 



 

 
 

 

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 

1 2 3 4

7.01.01.2.08.03 
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor
Persen 100 27.587.000,00 100 131

7.01.01.2.08.0003 
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

Laporan 1 9.208.000,00 0 0,00 0 0 1 14.000.000,00 25 29

7.01.01.2.08.04
 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Laporan dan Fasilitasi 

Pembayaran Jasa Administrasi Kantor
Laporan 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

7.01.01.2.08.0004
 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Laporan 12 286.620.000,00 6 95.513.000,00 50 33 6 191.026.000,00 17 26

7.01.01.2.09 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Jumlah Kendaraan dinas, peralatan 

kantor dan gedung kantor yang dirawat
Persen 100 71.960.000,00 9,31 6.700.000,00 9,31 9,31 109,31 311.951.770,00 109,31 22,79

7.01.01.2.09.06 
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Unit 4 142.976.450,00 100 89

7.01.01.2.09.0006 
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara
Unit 4 60.260.000,00 2 6.700.000,00 50 11 6 50.632.000,00 150 14

7.01.01.2.09.07  Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya JUmlah peralatan kantor yang dipelihara
 Bulan (2021-

2022) 
12 25.813.110,00 100 96

7.01.01.2.09.0007  Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 

Dipelihara
Unit 2 11.700.000,00 0 0,00 0 0 2 3.900.000,00 100 6

95 6 7 8

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra Perangkat 

Daerah s/d Tahun 2025

Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

Perangkat Daerah s/d 

Tahun 2025 (%)

Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

Renja SKPD 

Tahun 2025 

(%)

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

Berjalan yang di 

evaluasi (2025)

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah  yang 

dievaluasi Triwulan II Tahun 

2025

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program / 

Kegiatan / Sub Kegiatan
Satuan

 



 

 
 

 

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 

1 2 3 4

7.01.01.2.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya
Jumlah pemeliharaan gedung kantor Gedung 2 88.630.210,00 100 181

7.01.01.2.09.0009
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Unit 2 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! 0 0,00 0 0

7.01.03.

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK

 Tingkat Kematangan Pelayanan Publik  Persen 100 2.347.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,10 67.860.000,00 32,10 32,12

7.01.02.2.02 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan 

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang 

ada di Kecamatan

 Jumlah Kegiatan peningkatan 

Kematangan Pelayanan Publik 
 Persen 100 1.565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 45.180.000,00 100,00 31,12

7.01.02.2.02.02 
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

 Jumlah dokumen Peningkatan Koordinasi 

Pengelolaan Pemerintahan yang 

Menerapkan SPM 

 Persen 100 22.580.000,00 100 188

7.01.02.2.02.0002 
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di 

Wilayah Kecamatan 

 Laporan 9 782.500,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0

7.01.02.2.02.03 

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

 Jumlah Peningkatan Sosialisasi Kebijakan 

Administrasi Kependudukan dan 

sosialisasi peraturan tentang Pelayanan 

Publik 

 Persen 100 22.600.000,00 100 188

7.01.02.2.02.0003 

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

 Laporan 23 782.500,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0

7.01.02.2.04
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang Dilimpahkan kepada Camat
 Tingkat Kematangan Pelayanan Publik  Persen 100 782.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 22.680.000,00 100,00 34,33

7.01.02.2.04.01 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

terkait dengan Pelayanan Perizinan Non 

Usaha

 Jumlah pelaksanaan pembinaan 

pelayanan perijinan non usaha yang 

dilimpahkan ke kecamatan 

 Persen 33 22.680.000,00 33 203

95 6 7 8

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra Perangkat 

Daerah s/d Tahun 2025

Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

Perangkat Daerah s/d 

Tahun 2025 (%)

Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

Renja SKPD 

Tahun 2025 

(%)

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

Berjalan yang di 

evaluasi (2025)

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah  yang 

dievaluasi Triwulan II Tahun 

2025

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program / 

Kegiatan / Sub Kegiatan
Satuan

 



 

 
 

 

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 

1 2 3 4

7 01 02 2.04 0001

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

terkait dengan pelayanan perizinan non 

usaha 

 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha 

yang Dilaksanakan 
 Dokumen 23 782.500,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0

7.01.03.

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

 Persentase Musrenbang Desa yang 

difasilitasi, Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan tingkat Kecamatan 

yang dibina dan Persentase Lembaga 

Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi 

100 78.057.500,00 39,77 31.045.000,00 39,77 39,77 139,77 549.124.410,00 139,77 63,16

7.01.03.2.01 
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 

Desa

 Persentase desa yang difasilitasi 

dalam perencanaan Pembangunan 
 persen 100 47.330.000,00 57,38 27.158.000,00 57,38 57,38 157,38 348.086.410,00 157,38 73,06

7.01.03.2.01.01

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

 Dokumen perencanaan usulan 

pembangunan 
 Dokumen 1 101.838.730,00 100 113

7.01.03.2.01.0001

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Di Desa

 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa 

 Lembaga 

Kemasyarakat

an 

23 27.165.000,00 23 27.158.000,00 100 100 46 79.132.100,00 50 44

7.01.03.2.01.03 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

 Tersedianya pembinaan kopwan dan 

bumdes 
 Desa 23 157.516.580,00 100 261

7.01.03.2.01.0003

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

 Laporan 23 20.165.000,00 0 0,00 0 0 23 9.599.000,00 25 7

7.01.03.2.03
Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

 Persentase Lembaga Kemasyarakatan 

tingkat Kecamatan yang dibina 
 Persen 100 30.727.500,00 12,65 3.887.000,00 12,65 12,65 112,65 201.038.000,00 112,65 51,15

7.01.03.2.03.02 
Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan

 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang 

dibina 
 Desa 23 165.655.200,00 100 210

7.01.03.2.03.0002
Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan

 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya 

 Lembaga 

Kemasyarakat

an 

23 30.727.500,00 10 3.887.000,00 43 13 33 35.382.800,00 36 11

95 6 7 8

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra Perangkat 

Daerah s/d Tahun 2025

Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

Perangkat Daerah s/d 

Tahun 2025 (%)

Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

Renja SKPD 

Tahun 2025 

(%)

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

Berjalan yang di 

evaluasi (2025)

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah  yang 

dievaluasi Triwulan II Tahun 

2025

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program / 

Kegiatan / Sub Kegiatan
Satuan

 



 

 
 

 

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 

1 2 3 4

7.01.04

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

UMUM

 Persentase Penyelesaian Konflik di 

Kecamatan yang difasilitasi 
 Persen 100 36.065.000,00 15,94 5.750.000,00 15,94 15,94 115,94 337.652.630,00 115,94 86,93

7.01.04.2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

 Jumlah Penanganan Konflik di 

Kecamatan 
 Persen 100 34.500.000,00 16,67 5.750.000,00 16,67 16,67 116,67 190.086.910,00 116,67 63,01

7.01.04.2.01.01

Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia,Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

 Jumlah pembinaan dan pemantauan 

situasi lingkungan 

 Bulan (2021-

2022) 
12 137.870.910,00 100 152

7.01.04.2.01.0001

Sinergitas Dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah 

Kecamatan

 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan 

 Laporan 12 34.500.000,00 6 5.750.000,00 50 17 18 52.216.000,00 38 25

7.01.04.2.02

Koordinasi Penerapan dan Penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah

 Jumlah Penanganan Konflik di 

Kecamatan 
 Persen 100 1.565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 147.565.720,00 100,00 170,12

7.01.04.2.02.01 

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia

 Monev pelaksanaan keamanan 

lingkungan desa 
 Desa 23 137.966.720,00 100 512

7.01.04.2.02.0001

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia

 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 

dengan Perangkat Daerah yang Tugas 

dan Fungsinya di Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang- Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

 Laporan 23 1.565.000,00 0 0,00 0 0 23 9.599.000,00 25 16

7.01.05
PROGRAM PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

 Persentase Penugasan Kepala Daerah 

yang difasilitasi 
100 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 29.519.970,00 100,00 33,37

95 6 7 8

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra Perangkat 

Daerah s/d Tahun 2025

Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

Perangkat Daerah s/d 

Tahun 2025 (%)

Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

Renja SKPD 

Tahun 2025 

(%)

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

Berjalan yang di 

evaluasi (2025)

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah  yang 

dievaluasi Triwulan II Tahun 

2025

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program / 

Kegiatan / Sub Kegiatan
Satuan

 



 

 
 

 

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 

1 2 3 4

7.01.05.2.01 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum sesuai 

Penugasan Kepala Daerah

 Jumlah kegiatan pemerintahan umum 

sesuai dengan penugasan kepala 

daerah yang dilaksanakan 

100 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 29.519.970,00 100,00 33,37

7.01.05.2.01.02

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan 

(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

 Tersedianya rakor FKUB  Persen 100 29.519.970,00 100 110

7.01.05.2.01.0002

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan 

(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, 

Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, 

Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 

 Orang 23 775.000,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0

7.01.06
PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

 Persentase APBDes yang ditetapkan 

tepat waktu 
100 3.462.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 392.625.640,00 100,00 53,86

7.01.06.2.01

Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

 Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi  Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

100 3.462.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 392.625.640,00 100,00 53,86

7.01.06.2.01.02 
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 

Desa
 MOnev pengelolaan keuangan desa  Desa 23 171.426.840,00 100 227

7.01.06.2.01.0002 
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 

Desa

 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam 

rangka Administrasi Tata Pemerintahan 

Desa 

 Dokumen 23 1.565.000,00 0 0,00 0 0 23 19.206.400,00 25 13

7.01.06.2.01.18 

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 

Kawasan Perdesaan di Wilayah 

Kecamatan

 MOnev pelaksanaan pembangunan desa  Desa 23 122.151.910,00 100 385

7.01.06.2.01.0018 

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 

Kawasan Perdesaan di Wilayah 

Kecamatan

 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 

Perdesaan di Wilayah Kecamatan 

 Laporan 23 1.897.500,00 0 0,00 0 0 23 9.599.000,00 25 10

95 6 7 8

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra Perangkat 

Daerah s/d Tahun 2025

Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

Perangkat Daerah s/d 

Tahun 2025 (%)

Tingkat 

Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran 

Renja SKPD 

Tahun 2025 

(%)

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

Berjalan yang di 

evaluasi (2025)

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah  yang 

dievaluasi Triwulan II Tahun 

2025

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program / 

Kegiatan / Sub Kegiatan
Satuan

 

 



 

 
 

 

Sementara itu, evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2025 serta 

pengaruhnya terhadap capaian target kinerja pada Renstra Tahun 2021 - 2026 

secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.2 (Tabel T-C.29) berikut ini : 



 

 
 

 

TABEL 2.1.2 (T-C.29) 

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN 

RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2025 KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK 

Target Renja PD 

Tahun (n-1) 2024

Realisasi Renja PD 

Tahun (n-1) 2024

Tingkat Realisasi 

(%)

Realisasi Capaian 

Program dan Kegiatan 

s/d Tahun 2025

Tingkat Capaian 

Realisasi Target Renstra 

(%)

K K K K K K K K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

7.01.05. KECAMATAN BENJENG 100 100 100 100 100 100 300 3

7.01.00. URUSAN KEWILAYAHAN 100 100 100 100 100 100 300 3

7.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian sasaran 

program OPD
100 100 100 100 100 100 300 3

7.01.01.2.01
Perencanaan, Pengangguran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan 

Keuangan
100 100 100 100 100 100 300 3

7.01.01.2.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Fasilitasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah  

8 8

7.01.01.2.02.0001
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah
16 4 4 4 100 4 12 0,75

7.01.01.2.01.06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan kinerja yang 

akuntabel
8 8

7.01.01.2.01.0006

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

16 4 4 4 100 4 12 0,75

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d 

Tahun berjalan

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Program 

/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program / 

Kegiatan / Sub Kegiatan

Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024

Target Program dan 

Kegiatan Renja PD 

Tahun 2025

Target Renstra 

Perangkat 

Daerah Tahun 

2021- 2026

Realisasi 

Capaian Kinerja 

Renstra 

Perangkat 

Daerah s.d Renja 

Tahun Lalu (n-2) 

2023

 



 

 
 

 

Target Renja PD 

Tahun (n-1) 2024

Realisasi Renja PD 

Tahun (n-1) 2024

Tingkat Realisasi 

(%)

Realisasi Capaian 

Program dan Kegiatan 

s/d Tahun 2025

Tingkat Capaian 

Realisasi Target Renstra 

(%)

K K K K K K K K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

7.01.01.2.02
Administrasi Keuangan perangkat 

Daerah

Jumlah Penyediaan  Gaji dan Tunjangan 

ASN
100 100 100 100 100 100 300 3

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN  12 12

7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN
25 25 25 25 100 25 75 3

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah fasilitasi terhadap Administrasi 

Umum Perangkat Daerah
100 100 100 100 100 100 300 3

'7.01.01.2.06.02 
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Persentase tersedianya ATK, bahan 

kebersihan, listrik dan pengadaan alat 

kantor lainnya

100 33

7.01.01.2.06.0002
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan
32 8 8 8 100 8 24 0,75

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman rapat 12 12

7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan
16 4 4 4 100 4 12 0,75

7.01.01.2.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan
12 12

7.01.01.2.06.0005
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan
8 2 2 2 100 2 6 0,75

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d 

Tahun berjalan

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Program 

/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program / 

Kegiatan / Sub Kegiatan

Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024

Target Program dan 

Kegiatan Renja PD 

Tahun 2025

Target Renstra 

Perangkat 

Daerah Tahun 

2021- 2026

Realisasi 

Capaian Kinerja 

Renstra 

Perangkat 

Daerah s.d Renja 

Tahun Lalu (n-2) 

2023

 



 

 
 

 

Target Renja PD 

Tahun (n-1) 2024

Realisasi Renja PD 

Tahun (n-1) 2024

Tingkat Realisasi 

(%)

Realisasi Capaian 

Program dan Kegiatan 

s/d Tahun 2025

Tingkat Capaian 

Realisasi Target Renstra 

(%)

K K K K K K K K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

7.01.01.2.06.06 
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan
Penyediaan media cetak 12 12

7.01.01.2.06.0006 
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

Disediakan

96 24 24 24 100 24 72 0,75

7.01.01.2.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD
Penyediaan perjalanan dinas 1 1

7.01.01.2.06.0009
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
48 0 12 12 100 12 24 0,50

7.01.01.2.06.0011

 Dukungan Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD

0 0

7.01.01.2.06.0011

 Dukungan Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD

16 0 4 4 100 4 8 0,50

7.01.01.2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan
100 100 100 100 100 100 300 3

7.01.01.2.08.02 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah pemenuhan jasa telkom listrik air, 

petugas kebersihan, penjaga kantor
12 12

7.01.01.2.08.0002 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

48 12 12 12 100 12 36 0,75

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d 

Tahun berjalan

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Program 

/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program / 

Kegiatan / Sub Kegiatan

Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024

Target Program dan 

Kegiatan Renja PD 

Tahun 2025

Target Renstra 

Perangkat 

Daerah Tahun 

2021- 2026

Realisasi 

Capaian Kinerja 

Renstra 

Perangkat 

Daerah s.d Renja 

Tahun Lalu (n-2) 

2023

 



 

 
 

 

Target Renja PD 

Tahun (n-1) 2024

Realisasi Renja PD 

Tahun (n-1) 2024

Tingkat Realisasi 

(%)

Realisasi Capaian 

Program dan Kegiatan 

s/d Tahun 2025

Tingkat Capaian 

Realisasi Target Renstra 

(%)

K K K K K K K K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

7.01.01.2.08.03 
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor
100 33

7.01.01.2.08.0003 
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
4 1 1 1 100 1 3 0,75

7.01.01.2.08.04  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan dan Fasilitasi Pembayaran 

Jasa Administrasi Kantor
0 0

7.01.01.2.08.0004  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
36 0 12 12 100 12 24 0,67

7.01.01.2.09 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Jumlah Kendaraan dinas, peralatan 

kantor dan gedung kantor yang dirawat
100 100 100 100 100 100 300 3

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 4 4

7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara
4 4 4 4 100 4 12 3

7.01.01.2.09.07  Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya JUmlah peralatan kantor yang dipelihara 12 12

7.01.01.2.09.0007  Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 2 2 2 100 2 6 3

7.01.01.2.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya
Jumlah pemeliharaan gedung kantor 2 2

7.01.01.2.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
2 0 2 2 100 2 4 2

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d 

Tahun berjalan

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Program 

/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program / 

Kegiatan / Sub Kegiatan

Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024

Target Program dan 

Kegiatan Renja PD 

Tahun 2025

Target Renstra 

Perangkat 

Daerah Tahun 

2021- 2026

Realisasi 

Capaian Kinerja 

Renstra 

Perangkat 

Daerah s.d Renja 

Tahun Lalu (n-2) 

2023

 



 

 
 

 

Target Renja PD 

Tahun (n-1) 2024

Realisasi Renja PD 

Tahun (n-1) 2024

Tingkat Realisasi 

(%)

Realisasi Capaian 

Program dan Kegiatan 

s/d Tahun 2025

Tingkat Capaian 

Realisasi Target Renstra 

(%)

K K K K K K K K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

7.01.03.

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK

 Tingkat Kematangan Pelayanan Publik 100 100 100 100 100 100 300 3

7.01.02.2.02 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah yang ada di 

Kecamatan

 Jumlah Kegiatan peningkatan 

Kematangan Pelayanan Publik 
100 100 100 100 100 100 300 3

7.01.02.2.02.02 
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

 Jumlah dokumen Peningkatan Koordinasi 

Pengelolaan Pemerintahan yang 

Menerapkan SPM 

100 33

7.01.02.2.02.0002 
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di 

Wilayah Kecamatan 

36 0 9 9 100 9 18 0,50

7.01.02.2.02.03 

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

 Jumlah Peningkatan Sosialisasi Kebijakan 

Administrasi Kependudukan dan sosialisasi 

peraturan tentang Pelayanan Publik 

100 33

7.01.02.2.02.0003 

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat 

di Wilayah Kecamatan 

92 0 23 23 100 23 46 0,50

7.01.02.2.04
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat
 Tingkat Kematangan Pelayanan Publik 100 100 100 100 100 100 300 3

7.01.02.2.04.01 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

terkait dengan Pelayanan Perizinan Non 

Usaha

 Jumlah pelaksanaan pembinaan pelayanan 

perijinan non usaha yang dilimpahkan ke 

kecamatan 

100 33

7 01 02 2.04 0001

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

terkait dengan pelayanan perizinan non 

usaha 

 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha 

yang Dilaksanakan 
92 0 23 23 100 23 46 0,50

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d 

Tahun berjalan

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Program 

/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program / 

Kegiatan / Sub Kegiatan

Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024

Target Program dan 

Kegiatan Renja PD 

Tahun 2025

Target Renstra 

Perangkat 

Daerah Tahun 

2021- 2026

Realisasi 

Capaian Kinerja 

Renstra 

Perangkat 

Daerah s.d Renja 

Tahun Lalu (n-2) 

2023

 



 

 
 

 

Target Renja PD 

Tahun (n-1) 2024

Realisasi Renja PD 

Tahun (n-1) 2024

Tingkat Realisasi 

(%)

Realisasi Capaian 

Program dan Kegiatan 

s/d Tahun 2025

Tingkat Capaian 

Realisasi Target Renstra 

(%)

K K K K K K K K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

7.01.03.
PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

 Persentase Musrenbang Desa yang 

difasilitasi, Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan tingkat Kecamatan 

yang dibina dan Persentase Lembaga 

Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi 

100 100 100 100 100 100 300 3

7.01.03.2.01 
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 

Desa

 Persentase desa yang difasilitasi dalam 

perencanaan Pembangunan 
100 100 100 100 100 100 300 3

7.01.03.2.01.01

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

 Dokumen perencanaan usulan 

pembangunan 
1 1

7.01.03.2.01.0001

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Di Desa

 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa 

92 23 23 23 100 23 69 0,75

7.01.03.2.01.03 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

 Tersedianya pembinaan kopwan dan 

bumdes 
23 23

7.01.03.2.01.0003

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

92 23 23 23 100 23 69 0,75

7.01.03.2.03
Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

 Persentase Lembaga Kemasyarakatan 

tingkat Kecamatan yang dibina 
100 100 100 100 100 100 300 3

7.01.03.2.03.02 
Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan

 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang 

dibina 
23 23

7.01.03.2.03.0002
Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan

 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya 
92 23 23 23 100 23 69 0,75

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d 

Tahun berjalan

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Program 

/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program / 

Kegiatan / Sub Kegiatan

Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024

Target Program dan 

Kegiatan Renja PD 

Tahun 2025

Target Renstra 

Perangkat 

Daerah Tahun 

2021- 2026

Realisasi 

Capaian Kinerja 

Renstra 

Perangkat 

Daerah s.d Renja 

Tahun Lalu (n-2) 

2023

 



 

 
 

 

Target Renja PD 

Tahun (n-1) 2024

Realisasi Renja PD 

Tahun (n-1) 2024

Tingkat Realisasi 

(%)

Realisasi Capaian 

Program dan Kegiatan 

s/d Tahun 2025

Tingkat Capaian 

Realisasi Target Renstra 

(%)

K K K K K K K K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

7.01.04

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

UMUM

 Persentase Penyelesaian Konflik di 

Kecamatan yang difasilitasi 
100 100 100 100 100 100 300 3

7.01.04.2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

 Jumlah Penanganan Konflik di 

Kecamatan 
100 100 100 100 100 100 300 3

7.01.04.2.01.01

Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia,Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

 Jumlah pembinaan dan pemantauan situasi 

lingkungan 
12 12

7.01.04.2.01.0001

Sinergitas Dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah 

Kecamatan

 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan 

48 12 12 12 100 12 36 0,75

7.01.04.2.02

Koordinasi Penerapan dan Penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah

 Jumlah Penanganan Konflik di 

Kecamatan 
100 100 100 100 100 100 300 3

7.01.04.2.02.01 

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia

 Monev pelaksanaan keamanan lingkungan 

desa 
23 23

7.01.04.2.02.0001

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia

 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

92 23 23 23 100 23 69 0,75

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d 

Tahun berjalan

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Program 

/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program / 

Kegiatan / Sub Kegiatan

Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024

Target Program dan 

Kegiatan Renja PD 

Tahun 2025

Target Renstra 

Perangkat 

Daerah Tahun 

2021- 2026

Realisasi 

Capaian Kinerja 

Renstra 

Perangkat 

Daerah s.d Renja 

Tahun Lalu (n-2) 

2023

 



 

 
 

 

Dari data sebagaimana tabel 2.1.2 di atas dapat dilihat bahwa : 

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, dari enam program yakni 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program 

Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum, dan Program 

Pengawasan Pemerintah Desa dengan enam indikator program 

telah memenuhi target kinerja sebesar 100%. 

2. Faktor yang mempengaruhi terpenuhinya target kinerja sebesar 

100% dikarenakan kegiatan tersebut telah direncanakan dengan 

baik, proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan lebih awal, 

waktu pelaksanaan terkontrol dengan baik, kerjasama dan 

koordinasi dengan PD dilakukan secara berkala sehingga 

memudahkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta 

didukung dengan kualitas SDM yang baik dan sarana prasarana 

pendukung yang memadai. 

3. Tercapainya target kinerja tersebut berimplikasi pada peningkatan 

akuntabilitas PD yang berkontribusi menjadi salah satu komponen 

pendukung Visi dan Misi pada RPJMD. Selain itu dapat diartikan 

bahwa seluruh program dan kegiatan yang ada sudah sesuai 

dengan target, sasaran dan arahan pada RPJMD. 

4. Kebijakan dan strategi yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan 

capaian kinerja program di Tahun 2025 yakni dengan 

mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi baik dengan PD 

maupun dengan Instansi Pembina, meningkatkan kualitas SDM 

dalam penyusunan program dan kegiatan serta pengetahuan dalam 

menyusun dokumen perencanaan, meningkatkan kapasitas SDM 

dalam menghadapi dinamika pembangunan agar lebih berinovasi 

dan kreatif, serta mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan 

evaluasi serta pengendalian. 

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN BENJENG 

KABUPATEN GRESIK 



 

 
 

 

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik, Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik mempunyai tugas 

untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di 

wilayah kerja Kecamatan yang meliputi : 

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan; 

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan; 

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa 

atau kelurahan. 

Selain melaksanakan tugas diatas Camat melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan 

Otonomi Daerah, yang meliputi aspek : 

a. Perizinan; 

b. Rekomendasi; 

c. Koordinasi; 

d. Pembinaan; 

e. Pengawasan; 

f. Fasilitasi; 

g. Penetapan; 

h. Penyelenggaraan; dan 

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan 

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana 

dimaksud diatas di tetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria 

eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelengarakan 

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana 



 

 
 

 

dimaksud diatas di tetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria 

eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelengarakan Fungsi 

:  

a. Pengoordinasian penyelengaraan kegiatan pemerintahan ditingkat 

kecamatan; 

b. Pengoordinasian dan penyelengaraan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat; 

c. Pengoordinasian dan penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

e. Pengoordinasian dan penyelengaraan pemeliharaan sarana prasarana 

fasilitas umum; 

f. Pengoordinasian penyelengaraan pemeritahan di tingkat kecamtan; 

g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan; 

i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca 

bencana; 

j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang 

administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan; 

k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; 

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Benjeng tersebut di atas, 

dijabarkan visi,misi, tujuan dan sasaran seperti yang termuat dalam dokumen 

Rencana Strategis Kecamatan Benjeng Tahun 2021-2026. Untuk dapat 

mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Kecamatan Benjeng merumuskan 

kebijakan dan strategi, yang dijabarkan dalam penentuan program dan 

kegiatan tiap tahunnya dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). 

Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja sasaran, 

berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Benjeng adalah Nilai SKM ( Nilai 

Survei Kepuasan Masyarakat). 



 

 
 

 

Untuk tahun 2025, target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan 

indikator-indikator yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) 

Kecamatan Benjeng Tahun 2021- 2026 maupun Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, dapat dilihat 

pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. (T-C.30) 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026

(n-2) (n-1) (n) (n+1) (n-2) (n-1) (n) (n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Nilai Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Pelayanan (SKM) 

Kecamatan 

Benjeng

- - 91 92 93 94 96,3 97,44 93 94 -

ProyeksiTarget Renstra

Catatan 

Analisis
No. Indikator

SPM / 

Standar 

Nasional

IKK

Realisasi 

Capaian

 

Dari hasil capaian diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja 

pelayanan realisasi indikator sasaran Nilai SKM Kecamatan Benjeng pada 

tahun 2024 mencapai 97,44 %. Apabila dibandingkan dengan target realisasi 

Renstra, maka capaian kinerjanya sudah mencapai 100,45%, sehingga 

diharapkan pada akhir periode Renstra dapat memenuhi target yang 

ditetapkan. 

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor 

antara lain : 

a. Adanya Standar Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standart Operasional 

Pelayanan ( SOP ) yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik; 

b. Adanya perbaikan sarana dan prasarana pelayanan; 

c. Adanya sarana pengaduan pelayanan, baik melalui kotak saran, saluran 

telepon maupun email; 

d. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi; 

e. Adanya koordinasi dan kerja sama antar personil dilingkungan 

Kecamatan dan sinergitas dengan lintas sektoral, lembaga 

kemasyarakatan dan masyarakat. 



 

 
 

 

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 

KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK 

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

Pelayanan di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang terpenting 

adalah meningkatkan ketrampilan petugas pelayanan dan system 

pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan 

asas penyelenggaraan pelayanan publik. 

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

adalah : 

1. Petugas pelayanan masih ada yang merangkap pekerjaan di 

bagian lain karena kekurangan SDM sehingga menyebabkan 

kinerja pelayanan kurang optimal. 

2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan. 

3. Fasilitas umum pelayanan di Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik yang kurang memadai. 

2.3.3. Dampak terhadap visi dan misi Bupati dan terhadap Capaian Program   

Nasional yaitu berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. 

2.3.4. Tantangan dan peluang mengembangkan pelayanan OPD 

➢ Tantangan: 

1. Rendahnya pemahaman petugas pelayanan terhadap 

pentingnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

2. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan 

perangkat lunak maupun perangkat keras (software-

hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses 

pelayanan publik. 

3. Terbatasnya jumlah petugas pelayanan yang memberikan 

pelayanan. 

➢ Peluang: 

1. Memotivasi petugas pelayanan untuk bekerja secara 

professional. 

2. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan 

ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara 



 

 
 

 

skala prioritas anggaran untuk pemenuhan sarana dan 

prasarana pelayanan. 

3. Memberikan kesempatan petugas pelayanan untuk mengikuti 

Pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas 

pelayanan. 

2.3.5. Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan 

Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan. 

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang 

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan 

prioritas tahun yang direncanakan, adalah: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 

Proses rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tahun 2025 yang dilakukan melalui 

Musrenbang Perangkat Daerah (SIPD) yang memuat usulan program dan 

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat 

Daerah Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, bila dibanding dengan hasil 

analisa kebutuhan tidak sesuai dengan rancangan awal karena adanya 

perubahan pagu anggaran, maka perlu andanya review terhadap rancangan 

awal RKPD dengan menyesuaikan pagu anggaran yang telah ditetapkan. 

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilaksanakan bahwa 

usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik tahun 2025 melalui aplikasi SIPD adalah program dan 

kegiatan prioritas yang telah di usulankan melalui mekanisme baik secara 

langsung bersetuhan dengan masyarakat atau melalui forum rapat koordinasi 

Dinas Instansi, Desa  serta Tokoh Masyarakat. Penjelasan temuan – temuan 

setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan 

rancangan awal RKPD adalah sebagaimana dijelaskana pada Berita Acara 

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 



 

 
 

 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dan lampirannya sebagaimana 

terlampir. 

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gresik, meliputi 

kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program 

dan kegiatan serta target sasaran program dan kegiatan. Selain itu, review ini 

juga meliputi pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program, kegiatan 

hingga sub kegiatan Perangkat Darah masing-masing, dalam hal ini adalah 

Bappeda Kabupaten Gresik. Review ini juga telah berpedoman pada 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.15-1317 Tahun 2023 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah. 

 Rancangan Awal Pemerintah Daerah yang merupakan acuan 

penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tahun 

2025 dan uraian hasil review terhadap Rencana Kerja Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini : 

 

 



 

 
 

 

TABEL 2.4 

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 

KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK 

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Lokasi Indikator Kinerja
Pagu Perubahan 

RKPD

1 2 3 5 6 7 8 10

KECAMATAN BENJENG 4.099.662.267,00 4.099.662.267,00 KECAMATAN BENJENG 4.658.246.641,89

URUSAN KEWILAYAHAN                                                                   -   100 Persen 4.099.662.267,00 URUSAN KEWILAYAHAN 100 Persen 4.658.246.641,89

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian sasaran 

program OPD
100 Persen 3.963.118.967,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian sasaran 

program OPD
100 Persen 4.537.539.141,89

Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja 

dan Keuangan
100 Persen 20.795.140,00

Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja 

dan Keuangan
100 Persen 17.359.800,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah
Kec. Benjeng

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah
4 Dokumen 9.336.120,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah
Kec. Benjeng

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah
4 Dokumen 8.770.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kec. Benjeng

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

4 Laporan 11.459.020,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kec. Benjeng

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

4 Laporan 8.589.800,00

Administrasi Keuangan perangkat Daerah
Jumlah Penyediaan  Gaji dan 

Tunjangan ASN
100 Persen 3.358.801.560,00 Administrasi Keuangan perangkat Daerah

Jumlah Penyediaan  Gaji dan 

Tunjangan ASN
100 Persen 3.957.918.730,59

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Benjeng
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN
25 Orang 3.358.801.560,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Benjeng

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN
25 Orang 3.957.918.730,59

Rancangan Awal RKPD

Target Capaian 2025
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Rancangan Perubahan RKPD 2025

Target Capaian 2025
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Lokasi Indikator Kinerja
Pagu Perubahan 

RKPD

1 2 3 5 6 7 8 10

Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah fasilitasi terhadap Administrasi 

Umum Perangkat Daerah
100 Persen 119.128.767,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah fasilitasi terhadap Administrasi 

Umum Perangkat Daerah
100 Persen 122.361.011,30

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Benjeng
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan
8 Paket 51.648.981,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Benjeng

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan
8 Paket 43.484.800,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Benjeng
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan
4 Paket 22.885.880,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Benjeng

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan
4 Paket 16.887.500,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Benjeng
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan
2 Paket 8.175.481,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Benjeng

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan
2 Paket 8.245.761,30

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan
Kec. Benjeng

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

Disediakan

24 Dokumen 4.200.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan
Kec. Benjeng

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

Disediakan

24 Dokumen 3.000.000,00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD
Kec. Benjeng

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12 Laporan 9.612.000,00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD
Kec. Benjeng

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12 Laporan 2.563.000,00

 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada SKPD
Kec. Benjeng

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD

4 Dokumen 22.606.425,00
 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada SKPD
Kec. Benjeng

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD

4 Dokumen 48.179.950,00

Rancangan Awal RKPD

Target Capaian 2025
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Rancangan Perubahan RKPD 2025

Target Capaian 2025
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Lokasi Indikator Kinerja
Pagu Perubahan 

RKPD

1 2 3 5 6 7 8 10

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan
100 Persen 392.753.500,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan
100 Persen 367.939.600,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik
Kec. Benjeng

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

12 Laporan 70.264.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik
Kec. Benjeng

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

12 Laporan 72.111.600,00

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
Kec. Benjeng

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

1 Laporan 8.707.500,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
Kec. Benjeng

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

1 Laporan 9.208.000,00

 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Benjeng
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
12 Laporan 313.782.000,00  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Benjeng

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
12 Laporan 286.620.000,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan dinas, peralatan 

kantor dan gedung kantor yang dirawat
100 Persen 71.640.000,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan dinas, peralatan 

kantor dan gedung kantor yang dirawat
100 Persen 71.960.000,00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Benjeng
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara
4 Unit 59.940.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Benjeng

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara
4 Unit 60.260.000,00

 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kec. Benjeng
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 

Dipelihara
2 Unit 11.700.000,00  Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kec. Benjeng

Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 

Dipelihara
2 Unit 11.700.000,00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya
Kec. Benjeng

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
2 Unit 0,00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya
Kec. Benjeng

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
2 Unit 0,00

Rancangan Awal RKPD

Target Capaian 2025
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Lokasi Indikator Kinerja
Pagu Perubahan 

RKPD

1 2 3 5 6 7 8 10

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Tingkat Kematangan Pelayanan Publik 100 Persen 3.292.200,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Tingkat Kematangan Pelayanan Publik 100 Persen 2.347.500,00

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 

Daerah yang ada di Kecamatan

 Jumlah Kegiatan peningkatan 

Kematangan Pelayanan Publik 
100 Persen 2.194.800,00

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 

Daerah yang ada di Kecamatan

Jumlah Kegiatan peningkatan 

Kematangan Pelayanan Publik
100 Persen 1.565.000,00

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal di Wilayah Kecamatan
Kec. Benjeng

 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di 

Wilayah Kecamatan 

9 Laporan 1.097.400,00
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal di Wilayah Kecamatan
Kec. Benjeng

Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di 

Wilayah Kecamatan

9 Laporan 782.500,00

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kec. Benjeng

 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

23 Laporan 1.097.400,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kec. Benjeng

Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

23 Laporan 782.500,00

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat
 Tingkat Kematangan Pelayanan Publik 100 Persen 1.097.400,00

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat
Tingkat Kematangan Pelayanan Publik 100 Persen 782.500,00

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait 

dengan pelayanan perizinan non usaha 
Kec. Benjeng

 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha 

yang Dilaksanakan 
23 Dokumen 1.097.400,00

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait 

dengan pelayanan perizinan non usaha 
Kec. Benjeng

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha 

yang Dilaksanakan
23 Dokumen 782.500,00

Rancangan Awal RKPD

Target Capaian 2025
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Rancangan Perubahan RKPD 2025

Target Capaian 2025
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Lokasi Indikator Kinerja
Pagu Perubahan 

RKPD

1 2 3 5 6 7 8 10

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN

 Persentase Musrenbang Desa yang 

difasilitasi, Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan tingkat Kecamatan 

yang dibina dan Persentase Lembaga 

Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi 

100 84.525.700,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN

Persentase Musrenbang Desa yang 

difasilitasi, Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan tingkat Kecamatan 

yang dibina dan Persentase Lembaga 

Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi

100 78.057.500,00

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Persentase desa yang difasilitasi 

dalam perencanaan Pembangunan 
100 persen 37.784.700,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Persentase desa yang difasilitasi dalam 

perencanaan Pembangunan
100 persen 47.330.000,00

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa
Kec. Benjeng

 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa 

23
 Lembaga 

Kemasyarakatan 
27.200.450,00

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa
Kec. Benjeng

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa

23
Lembaga 

Kemasyarakatan
27.165.000,00

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kec. Benjeng

 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

23 Laporan 10.584.250,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kec. Benjeng

Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

23 Laporan 20.165.000,00

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 

Kecamatan

 Persentase Lembaga Kemasyarakatan 

tingkat Kecamatan yang dibina 
100 Persen 46.741.000,00

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 

Kecamatan

Persentase Lembaga Kemasyarakatan 

tingkat Kecamatan yang dibina
100 Persen 30.727.500,00

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Benjeng
 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya 
23

 Lembaga 

Kemasyarakatan 
46.741.000,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Benjeng

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya
23

Lembaga 

Kemasyarakatan
30.727.500,00

Rancangan Awal RKPD

Target Capaian 2025
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Lokasi Indikator Kinerja
Pagu Perubahan 

RKPD

1 2 3 5 6 7 8 10

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

 Persentase Penyelesaian Konflik di 

Kecamatan yang difasilitasi 
100 Persen 42.141.000,00

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase Penyelesaian Konflik di 

Kecamatan yang difasilitasi
100 Persen 36.065.000,00

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum

 Jumlah Penanganan Konflik di 

Kecamatan 
100 Persen 39.946.200,00

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum

Jumlah Penanganan Konflik di 

Kecamatan
100 Persen 34.500.000,00

Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi 

Vertikal Di Wilayah Kecamatan

Kec. Benjeng

 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan 

12 Laporan 39.946.200,00

Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi 

Vertikal Di Wilayah Kecamatan

Kec. Benjeng

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

12 Laporan 34.500.000,00

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

 Jumlah Penanganan Konflik di 

Kecamatan 
100 Persen 2.194.800,00

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Jumlah Penanganan Konflik di 

Kecamatan
100 Persen 1.565.000,00

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang 

Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia

Kec. Benjeng

 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 

dengan Perangkat Daerah yang Tugas 

dan Fungsinya di Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang- Undangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

23 Laporan 2.194.800,00

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang 

Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia

Kec. Benjeng

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 

dengan Perangkat Daerah yang Tugas 

dan Fungsinya di Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang- Undangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia

23 Laporan 1.565.000,00

Rancangan Awal RKPD

Target Capaian 2025
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Lokasi Indikator Kinerja
Pagu Perubahan 

RKPD

1 2 3 5 6 7 8 10

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM

 Persentase Penugasan Kepala Daerah 

yang difasilitasi 
100 1.097.400,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM

Persentase Penugasan Kepala Daerah 

yang difasilitasi
100 775.000,00

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

sesuai Penugasan Kepala Daerah

 Jumlah kegiatan pemerintahan umum 

sesuai dengan penugasan kepala 

daerah yang dilaksanakan 

100 1.097.400,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

sesuai Penugasan Kepala Daerah

Jumlah kegiatan pemerintahan umum 

sesuai dengan penugasan kepala 

daerah yang dilaksanakan

100 775.000,00

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, 

Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional

Kec. Benjeng

 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, 

Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, 

Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 

23 Orang 1.097.400,00

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, 

Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional

Kec. Benjeng

Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, 

Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, 

Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

23 Orang 775.000,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

 Persentase APBDes yang ditetapkan 

tepat waktu 
100 5.487.000,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase APBDes yang ditetapkan 

tepat waktu
100 3.462.500,00

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

 Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi  Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

100 5.487.000,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi  Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

100 3.462.500,00

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Benjeng

 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam 

rangka Administrasi Tata Pemerintahan 

Desa 

23 Dokumen 2.194.800,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Benjeng

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam 

rangka Administrasi Tata Pemerintahan 

Desa

23 Dokumen 1.565.000,00

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 

Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kec. Benjeng

 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 

Perdesaan di Wilayah Kecamatan 

23 Laporan 3.292.200,00
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 

Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kec. Benjeng

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 

Perdesaan di Wilayah Kecamatan

23 Laporan 1.897.500,00

Rancangan Awal RKPD

Target Capaian 2025
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Dari data sebagaimana tabel 2.1.2 di atas dapat dilihat bahwa : 

2.2. PENELAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 

KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK 

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari 

5 ( lima ) prioritas, baik secara langsung maupun dari hasil Musyawarah 

Rencana Pembangunan Kecamatan yang kemudian diseleksi untuk di 

sesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. 

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik akan di akomodir dalam 

rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

Tahun 2025 untuk di Musyawarahkan dalam Forum SKPD, dan kemudian di 

sepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

Tahun 2025. Berikut ini akan disajikan pada table 2.4 

Table 2.5 (Tabel T-C.32) 

Usulan Proram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 

2025 Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

No Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran / 

Paket
Catatan

1 2 3 4 5 6

1
Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan 

TPS3R (Hanggar)

Dusun Munggu RT 03 RW 01, 

Kab. Gresik

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

2 TPS3R (Alat Angkut Sampah)
DESA BENGKELOLOR, Kab. 

Gresik

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

3 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
DESA BENGKELOLOR, Kab. 

Gresik
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

4 TPS3R (Alat Angkut Sampah) Desa jatirembe , Kab. Gresik

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

 



 

 
 

 

No Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran / 

Paket
Catatan

1 2 3 4 5 6

5 TPS3R (Alat Angkut Sampah)
BALONGTUNJUNG , Kab. 

Gresik

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

6 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
Dusun Delikkulon RT.014 

RW.005, Kab. Gresik
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap

7 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
Dusun Delikkulon RT.014 

RW.005 , Kab. Gresik
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

8 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
Dusun Delikkulon RT.014 

RW.005 , Kab. Gresik
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

9 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)

Dusun Bulakploso RT.009 

RW.004 Desa Kedungrukem, 

Kab. Gresik

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

10
Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan 

TPS3R (Hanggar)

RT 007 RW 001 DUSUN 

PUNDUT DESA 

PUNDUTTRATE, Kab. Gresik

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

11 TPS3R (Alat Mini RDF) KEDUNGSEKAR, Kab. Gresik

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

12 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)

Desa Sedapurklagen RT 003 

RW 001 Benjeng Gresik, Kab. 

Gresik

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

13 TPS3R (Alat Angkut Sampah)
Dusun Delikwetan RT.007 

RW.003, Kab. Gresik

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

14 TPS3R (Alat Angkut Sampah) Dusun Jogodalu , Kab. Gresik

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

15 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)

Dsn. Sedapurklagen RT 003 

RW 001 Ds. Sedapurklagen 

Benjeng Gresik, Kab. Gresik

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 
 



 

 
 

 

No Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran / 

Paket
Catatan

1 2 3 4 5 6

16 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)

Dsn. Sedapurklagen RT 005 

RW 002 Ds. Sedapurklagen 

Benjeng Gresik, Kab. Gresik

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

17 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)

Dsn. Lumpang Ds. 

Sedapurklagen RT 006 RW 

003 Ds. Sedapurklagen, Kab. 

Gresik

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

18 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)

Dsn. Lumpang RT 007 RW 

003 Ds. Sedapurklagen , Kab. 

Gresik

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

19 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)

Dsn. Lumpang  RT 007 RW 

003 Ds. Sedapurklagen , Kab. 

Gresik

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

20 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
Dusun Bareng, RT 01 RW 02, 

Desa Banter, Kab. Gresik
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

21 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
DUSUN BATER, RT 10, RW 

05, BANTER, Kab. Gresik
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

22 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
SUMINI DUSUN KALIPAANG 

RT . 14  Rw 07, Kab. Gresik
 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

23 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
Dusun Banter, RT 05 RW 03, 

Desa Banter, Kab. Gresik
 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

24 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
ALIMEN Dusun Klampok Rt 

002 Rw oo1, Kab. Gresik
 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

25 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
Dusun Banter, RT 05 RW 03, 

Desa Banter, Kab. Gresik
 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

26 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)

SUJONO RT. 06 RW. 03 

Dusun Klampok Desa 

Klampok, Kab. Gresik

 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 
 



 

 
 

 

No Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran / 

Paket
Catatan

1 2 3 4 5 6

27 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
Dusun Banter, RT 10 RW 05, 

Kab. Gresik
 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

28 TPS3R (Alat Angkut Sampah)
DESA KARANGAN KIDUL, 

Kab. Gresik

 Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 

1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

29 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
DUSUN KRICAK RT. 002 RW. 

001, Kab. Gresik
 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

30 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
DUSUN KRICAK RT. 002 RW. 

001, Kab. Gresik
 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

31 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
DUSUN KALANGANYAR RT. 

010 RW. 004, Kab. Gresik
 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

32 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
DUSUN KARANGAN RT. 005 

RW. 002, Kab. Gresik
 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

33 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
DUSUN KARANGAN RT. 007 

RW. 003, Kab. Gresik
 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

34 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
Dusun Lepit Rt. 07 Rw. 03 

desa Gurangploso, Kab. Gresik
 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

35
Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan 

TPS3R (Hanggar)

Dusun Bengkelo Kidul Rt.08 

Rw. 04 Desa Gurangploso, 

Kab. Gresik

 Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 

1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

36 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
Desa Dermo RT 003 RW 001, 

Kab. Gresik
 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

37 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
Desa Dermo RT 007 RW 002, 

Kab. Gresik
 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

38 Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)
Desa Dermo RT 011 RW 002, 

Kab. Gresik
 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket

 Diterima, usulan sesuai 

prioritas dan data 

dukung lengkap 

 



 

 
 

 

BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 

KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK 

 

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik adalah : 

Tabel 3.1 

Telaah Arah Kebijakan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan Nasional 

NO
PRIORITAS 

NASIONAL

PRIORITAS 

JAWA TIMUR

PRIORITAS 

KABUPATEN

ARAH KEBIJAKAN 

KABUPATEN

1 2 3 5 6

a. Meningkatkan Ketentraman dan 

Ketertiban terhadap Isu Potensi 

Konflik dan Penyalagunaan Obat - 

obatn terlarang dan Narkoba

Percepatan transformasi ekonomi 

inklusif dan pemulihan sosial menuju 

Gresik baru dan peningkatan kualitas 

kesejahteraan sosial melalui 

pemenuhan pelayanan dasar serta 

meningkatkan infrastruktur 

berketahanan bencana

b. Terwujudnya  Masyarakat Jawa 

Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, 

dan Berkarakter dengan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Partisipatoris, 

Percepatan pemulihan ekonomi dan 

reformasi sosial menuju gresik kota 

inklusif, tangguh dan berkelanjutan

Penguatan sdm yang unggul, 

berkemajuan dan berkebudayaan 

dilandasi akhlakul karimah

Mewujudkan visi pembangunan gresik 

baru: yang mandiri, sejahtera, berdaya 

saing dan berkemajuan berlandaskan 

akhlakul karimah

1. Stabilitas 

Keamanan 

Nasional dan 

Kesuksesan 

Pemilu

Peningkatan 

Ketentraman dan 

Ketertiban serta 

Kesuksesan 

Pelaksanaan 

Pemilu

 Mewujudkan 

Gresik Baru yang 

Mandiri, Sejahtera, 

Berdaya Saing, 

dan Berkemajuan 

Berlandaskan 

Akhlakul Karimah )

ARAH KEBIJAKAN PROVINSI

4

 

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN 

BENJENG 

Tujuan Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini nantinya menjadi pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 



 

 
 

 

(RKA-SKPD), sehingga terjadi konsistensi / sinkronisasi antara perencanaan 

dan penganggaran Kecamatan Benjeng tahun 2025. 

Tujuan Renja yang mengacu pada tujuan Renstra adalah : “ 

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Akuntabel dengan 

Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Pemanfaatan Teknologi 

Informasi “ Dengan sasaran sebagai berikut : “ Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan “ 

Tabel 3.2.1 

Tujuan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2025 

NO TUJUAN INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

TARGET 

TAHUN 2024 

1. Meningkatnya Tata Kelola 

Pemerintahan yang Bersih 

Akuntabel dengan Pelayanan 

Publik yang Berkualitas Berbasis 

Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Nilai Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Pelayanan 

Kecamatan 

97 % 

 

Berdasarkan tujuan pembangunan diatas, maka dirumuskan sasaran 

kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagaimana 

berikut : 

Tabel 3.2.2 

Sasaran Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2025 

NO SASARAN INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

FORMULASI TARGET 

TAHUN 

2024 

1. Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik di 

Tingkat 

Kecamatan 

Nilai Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Pelayanan 

Kecamatan 

Formulasi sesuai Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara 

97 % 



 

 
 

 

Pelayanan Publik 

 

 

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BENJENG 

Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan 

Benjeng Kabupaten Gresik yang direncanakan dalan Renja Perangkat Daerah 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik mengacu pada : 

➢ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan 

Dan Keuangan Daerah. 

➢ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 maupun Renja 

PD tahun 2024. 

➢ Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020. 

➢ Hasil Musrenbang Kecamatan. 

➢ Target indikator strategis Daerah / Provinsi / Nasional yang tertuang 

dalam SDG’s,  Nota Kesepakatan Daerah ( MoU ), dan Indikator Kinerja 

Utama Provinsi. 

 

a. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan 

program dan kegiatan adalah : 

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah : 

Rumusan Program dan Kegiatan yang dilakukan Perangkat 

Daerah Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik terkait dengan 

Visi dan Misi Kepala Daerah. 

2. Target Indikator strategis yang digunakan terhadap rumusan 

program dan kegiatan sudah sesuai dengan SDG’s. 

3. Dalam rumusan program dan kegiatan berorientasi terhadap 

pengentasan kemiskinan. 

 



 

 
 

 

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan 

antara lain meliputi : 

1. Jumlah Program sebayak 6 (enam) Program dan jumlah 

Kegiatan  sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan. 

2. Lokasi program dan kegiatan di Kecamatan Driyorejo dan Desa 

di wilayah Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. 

3. Total kebutuhan dana  pagu indikator yang dirinci menurut 

sumber pendanaannya adalah : 

 



 

 
 

 

TABEL 3.3 (T-C.33) 

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 

KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK 

Lokasi

Kebutuhan 

Dana/Pagu Indikatif 

(Rp.)

Sumber 

Dana
Lokasi

Kebutuhan 

Dana/Pagu Indikatif 

(Rp.)

Sumber 

Dana

1 2 3 4 6 7 8 10 11

7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BENJENG 4.099.662.267,00 4.509.628.493,70

7. UNSUR KEWILAYAHAN 4.099.662.267,00 4.509.628.493,70

7.01 KECAMATAN 100 Persen 4.099.662.267,00 100 Persen 4.509.628.493,70

7.01.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase ketercapaian sasaran program OPD 100 Persen 3.963.118.967,00 100 Persen 4.359.430.863,70

7.01.01.2.01
Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan 100 Persen 20.795.140,00 100 Persen 22.874.654,00

7.01.01.2.02.0001
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Benjeng 4 Dokumen 9.336.120,00 APBD Kec. Benjeng 4 Dokumen 10.269.732,00 APBD

7.01.01.2.01.0006
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kec. Benjeng 4 Laporan 11.459.020,00 APBD Kec. Benjeng 4 Laporan 12.604.922,00 APBD

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan perangkat Daerah Jumlah Penyediaan  Gaji dan Tunjangan ASN 100 Persen 3.358.801.560,00 100 Persen 3.694.681.716,00

7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Benjeng 25 Orang 3.358.801.560,00 APBD Kec. Benjeng 25 Orang 3.694.681.716,00 APBD

9

Target Capaian 

Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode Rekening
Target Capaian 

Kinerja

5

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Rencana Tahun 2025

 



 

 
 

 

Lokasi

Kebutuhan 

Dana/Pagu Indikatif 

(Rp.)

Sumber 

Dana
Lokasi

Kebutuhan 

Dana/Pagu Indikatif 

(Rp.)

Sumber 

Dana

1 2 3 4 6 7 8 10 11

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah fasilitasi terhadap Administrasi Umum Perangkat 

Daerah
100 Persen 119.128.767,00 100 Persen 131.041.643,70

7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan
Kec. Benjeng 8 Paket 51.648.981,00 APBD Kec. Benjeng 8 Paket 56.813.879,10 APBD

7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Benjeng 4 Paket 22.885.880,00 APBD Kec. Benjeng 4 Paket 25.174.468,00 APBD

7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 

Disediakan
Kec. Benjeng 2 Paket 8.175.481,00 APBD Kec. Benjeng 2 Paket 8.993.029,10 APBD

7.01.01.2.06.0006 
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan
Kec. Benjeng 24 Dokumen 4.200.000,00 APBD Kec. Benjeng 24 Dokumen 4.620.000,00 APBD

7.01.01.2.06.0009
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD
Kec. Benjeng 12 Laporan 9.612.000,00 APBD Kec. Benjeng 12 Laporan 10.573.200,00 APBD

7.01.01.2.06.0011
 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kec. Benjeng 4 Dokumen 22.606.425,00 APBD Kec. Benjeng 4 Dokumen 24.867.067,50 APBD

7.01.01.2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan
100 Persen 392.753.500,00 100 Persen 432.028.850,00

7.01.01.2.08.0002 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan
Kec. Benjeng 12 Laporan 70.264.000,00 APBD Kec. Benjeng 12 Laporan 77.290.400,00 APBD

7.01.01.2.08.0003 
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan
Kec. Benjeng 1 Laporan 8.707.500,00 APBD Kec. Benjeng 1 Laporan 9.578.250,00 APBD

7.01.01.2.08.0004  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan
Kec. Benjeng 12 Laporan 313.782.000,00 APBD Kec. Benjeng 12 Laporan 345.160.200,00 APBD

Kode Rekening
Target Capaian 

Kinerja

5

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Rencana Tahun 2025
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Lokasi

Kebutuhan 

Dana/Pagu Indikatif 

(Rp.)

Sumber 

Dana
Lokasi

Kebutuhan 

Dana/Pagu Indikatif 

(Rp.)

Sumber 

Dana

1 2 3 4 6 7 8 10 11

7.01.01.2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan dinas, peralatan kantor dan gedung 

kantor yang dirawat
100 Persen 71.640.000,00 100 Persen 78.804.000,00

7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Benjeng 4 Unit 59.940.000,00 APBD Kec. Benjeng 4 Unit 65.934.000,00 APBD

7.01.01.2.09.0007  Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Kec. Benjeng 2 Unit 11.700.000,00 APBD Kec. Benjeng 2 Unit 12.870.000,00 APBD

7.01.01.2.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi
Kec. Benjeng 2 Unit 0,00 APBD Kec. Benjeng 2 Unit 0,00 APBD

7.01.03.
PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Tingkat Kematangan Pelayanan Publik 100 Persen 3.292.200,00 100 Persen 3.621.420,00

7.01.02.2.02 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 

Daerah yang ada di Kecamatan

 Jumlah Kegiatan peningkatan Kematangan Pelayanan 

Publik 
100 Persen 2.194.800,00 100 Persen 2.414.280,00

7.01.02.2.02.0002 
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal di Wilayah Kecamatan

 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 
 Kec. Benjeng 9 Laporan 1.097.400,00 APBD Kec. Benjeng 9 Laporan 1.207.140,00 APBD

7.01.02.2.02.0003 
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 
 Kec. Benjeng 23 Laporan 1.097.400,00 APBD Kec. Benjeng 23 Laporan 1.207.140,00 APBD

7.01.02.2.04
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat
 Tingkat Kematangan Pelayanan Publik 100 Persen 1.097.400,00 100 Persen 1.207.140,00

7 01 02 2.04 0001
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait 

dengan pelayanan perizinan non usaha 
 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  Kec. Benjeng 23 Dokumen 1.097.400,00 APBD Kec. Benjeng 23 Dokumen 1.207.140,00 APBD
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7.01.03.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN

 Persentase Musrenbang Desa yang difasilitasi, 

Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan 

yang dibina dan Persentase Lembaga Ekonomi 

Masyarakat yang difasilitasi 

100 84.525.700,00 100 92.978.270,00

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan 

Pembangunan 
100 persen 37.784.700,00 100 persen 41.563.170,00

7.01.03.2.01.0001
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa

 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam 

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 
 Kec. Benjeng 23

 Lembaga 

Kemasyarakatan 
27.200.450,00 APBD Kec. Benjeng 23

Lembaga 

Kemasyarakatan
29.920.495,00 APBD

7.01.03.2.01.0003
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 
 Kec. Benjeng 23 Laporan 10.584.250,00 APBD Kec. Benjeng 23 Laporan 11.642.675,00 APBD

7.01.03.2.03
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 

Kecamatan

 Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan 

yang dibina 
100 Persen 46.741.000,00 100 Persen 51.415.100,00

7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya 
 Kec. Benjeng 23

 Lembaga 

Kemasyarakatan 
46.741.000,00 APBD Kec. Benjeng 23

Lembaga 

Kemasyarakatan
51.415.100,00 APBD

7.01.04
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

 Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang 

difasilitasi 
100 Persen 42.141.000,00 100 Persen 46.355.100,00

7.01.04.2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum
 Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan 100 Persen 39.946.200,00 100 Persen 43.940.820,00

7.01.04.2.01.0001

Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi 

Vertikal Di Wilayah Kecamatan

 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan 

 Kec. Benjeng 12 Laporan 39.946.200,00 APBD Kec. Benjeng 12 Laporan 43.940.820,00 APBD
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7.01.04.2.02
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan 100 Persen 2.194.800,00 100 Persen 2.414.280,00

7.01.04.2.02.0001

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang 

Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia

 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah 

yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

 Kec. Benjeng 23 Laporan 2.194.800,00 APBD Kec. Benjeng 23 Laporan 2.414.280,00 APBD

7.01.05
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM
 Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi 100 1.097.400,00 100 1.207.140,00

7.01.05.2.01 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

sesuai Penugasan Kepala Daerah

 Jumlah kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan 

penugasan kepala daerah yang dilaksanakan 
100 1.097.400,00 100 1.207.140,00

7.01.05.2.01.0002

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, 

Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional

 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan 

Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 

 Kec. Benjeng 23 Orang 1.097.400,00 APBD Kec. Benjeng 23 Orang 1.207.140,00 APBD

7.01.06
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
 Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu 100 5.487.000,00 100 6.035.700,00

7.01.06.2.01
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

 Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi  

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 
100 5.487.000,00 100 6.035.700,00

7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi 

Tata Pemerintahan Desa 
 Kec. Benjeng 23 Dokumen 2.194.800,00 APBD Kec. Benjeng 23 Dokumen 2.414.280,00 APBD

7.01.06.2.01.0018 
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 

Perdesaan di Wilayah Kecamatan

 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 

Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 
 Kec. Benjeng 23 Laporan 3.292.200,00 APBD Kec. Benjeng 23 Laporan 3.621.420,00 APBD
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah Urusan yang 

ada pada Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Adalah 1 Urusan 

Kewilayahan dengan rincian sebagaimana berikut : 

1. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai degan 

rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, 

maupun kombinasi keduannya adalah Pagu yang di peroleh dalam rencana 

kerja tahun 2025. 

2. Kecamatan Benjeng yaitu Urusan Kewilayahan yang dialokasikan pada 6 

Program, 13 Kegiatan, dan 25 Sub Kegiatan dengan Total Pagu sebesar 

Rp 4.099.662.26. 



 

 
 

 

BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK 

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik  pada tahun 2025 dan perkiraan maju pada tahun 2025, 

sebagai rangkaian Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan mempedomi 

Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional 

Undang-Undang Nomor 23 tahun tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara 

Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan 

Dan Keuangan Daerah. adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan 

dalam menyusun rencana kerja dan pendanaan adalah : 

1. Program dan Kegiatan yang bersifat rutin setiap tahun. 

2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan. 

3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial 

budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa / Kelurahan 

Se-Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. 

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik  

Tahun 2025 berisi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan  pagu  yang  

dirancang untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra Bappeda 

Tahun 2021-2026 serta berisi rencana pendanaan di Tahun 2026. Adapun 

rincian program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik  di Tahun 2025 serta pendanaan di Tahun 2026 dapat dilihat 

pada tabel sebagaimana berikut : 



 

 
 

 

TABEL 4.1 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATA DAERAH TAHUN 2025 

KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK 

RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21

7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BENJENG 4.099.662.267,00 4.698.779.437,59 4.658.246.641,89 -558.584.374,89 4.605.207.988,00

7. UNSUR KEWILAYAHAN 4.099.662.267,00 4.698.779.437,59 4.658.246.641,89 -558.584.374,89 4.605.207.988,00

7.01 KECAMATAN 100 Persen 100 Persen 4.099.662.267,00 4.698.779.437,59 4.658.246.641,89 -558.584.374,89 100 Persen 4.605.207.988,00

1 7.01.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase ketercapaian sasaran program OPD - - - 100 Persen 100 Persen 3.963.118.967,00 4.554.474.437,59 4.537.539.141,89 -574.420.174,89 - 100 Persen 4.312.102.975,00

7.01.01.2.01
Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan - - - 100 Persen 100 Persen 20.795.140,00 20.766.000,00 17.359.800,00 3.435.340,00 - - 100 Persen 9.365.466,00

7.01.01.2.02.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - - 4 Dokumen 4 Dokumen 9.336.120,00 9.424.000,00 8.770.000,00 566.120,00
 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
-

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
4 Dokumen 5.785.890,00

KECAMATAN 

BENJENG

7.01.01.2.01.0006
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- - - 4 Laporan 4 Laporan 11.459.020,00 11.342.000,00 8.589.800,00 2.869.220,00
 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
-

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
4 Laporan 3.579.576,00

KECAMATAN 

BENJENG

No
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RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan perangkat Daerah Jumlah Penyediaan  Gaji dan Tunjangan ASN - - - 100 Persen 100 Persen 3.358.801.560,00 3.957.918.730,59 3.957.918.730,59 -599.117.170,59 - - 100 Persen 3.694.681.716,00

7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - - - 25 Orang 25 Orang 3.358.801.560,00 3.957.918.730,59 3.957.918.730,59 -599.117.170,59
 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

Dana Alokasi Umum 

(DAU)

-

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan 25 Orang 3.694.681.716,00
KECAMATAN 

BENJENG

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah fasilitasi terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 100 Persen 100 Persen 119.128.767,00 135.890.107,00 122.361.011,30 -3.232.244,30 - - 100 Persen 120.014.943,00

7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - - 8 Paket 8 Paket 51.648.981,00 46.055.400,00 43.484.800,00 8.164.181,00
 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
-

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
8 Paket 27.500.000,00

KECAMATAN 

BENJENG

7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - - - 4 Paket 4 Paket 22.885.880,00 22.854.000,00 16.887.500,00 5.998.380,00
 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
-

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
4 Paket 13.908.268,00

KECAMATAN 

BENJENG

7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - - - 2 Paket 2 Paket 8.175.481,00 8.868.757,00 8.245.761,30 -70.280,30
 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
-

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
2 Paket 9.121.685,00

KECAMATAN 

BENJENG

7.01.01.2.06.0006 
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan
- - - 24 Dokumen 24 Dokumen 4.200.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00

 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
-

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
24 Dokumen 2.310.000,00

KECAMATAN 

BENJENG

7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - - - 12 Laporan 12 Laporan 9.612.000,00 9.132.000,00 2.563.000,00 7.049.000,00
 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
-

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
12 Laporan 4.257.990,00

KECAMATAN 

BENJENG

7.01.01.2.06.0011
 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD
- - - 4 Dokumen 4 Dokumen 22.606.425,00 45.979.950,00 48.179.950,00 -25.573.525,00

 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
-

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
4 Dokumen 62.917.000,00

KECAMATAN 

BENJENG
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RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah
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7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan - - - 100 Persen 100 Persen 392.753.500,00 367.939.600,00 367.939.600,00 24.813.900,00 - - 100 Persen 433.387.350,00

7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan
- - - 12 Laporan 12 Laporan 70.264.000,00 72.111.600,00 72.111.600,00 -1.847.600,00

 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
-

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
12 Laporan 75.348.900,00

KECAMATAN 

BENJENG

7.01.01.2.08.0003 
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan
- - - 1 Laporan 1 Laporan 8.707.500,00 9.208.000,00 9.208.000,00 -500.500,00

 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
-

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
1 Laporan 9.578.250,00

KECAMATAN 

BENJENG

7.01.01.2.08.0004  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan
- - - 12 Laporan 12 Laporan 313.782.000,00 286.620.000,00 286.620.000,00 27.162.000,00

 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
-

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
12 Laporan 348.460.200,00

KECAMATAN 

BENJENG

7.01.01.2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan dinas, peralatan kantor dan gedung kantor yang 

dirawat
- - - 100 Persen 100 Persen 71.640.000,00 71.960.000,00 71.960.000,00 -320.000,00 - - 100 Persen 54.653.500,00

7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - - - 4 Unit 4 Unit 59.940.000,00 60.260.000,00 60.260.000,00 -320.000,00
 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
-

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
4 Unit 32.945.000,00

KECAMATAN 

BENJENG

7.01.01.2.09.0007  Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara - - - 2 Unit 2 Unit 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00
 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
-

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
2 Unit 7.040.000,00

KECAMATAN 

BENJENG

7.01.01.2.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi
- - - 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00

 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
-

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
2 Unit 14.668.500,00

KECAMATAN 

BENJENG
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2 7.01.03.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK
 Tingkat Kematangan Pelayanan Publik - - - 100 Persen 100 Persen 3.292.200,00 3.255.000,00 2.347.500,00 944.700,00  - 100 Persen 16.095.420,00

7.01.02.2.02 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada 

di Kecamatan

 Jumlah Kegiatan peningkatan Kematangan Pelayanan Publik - - - 100 Persen 100 Persen 2.194.800,00 2.170.000,00 1.565.000,00 629.800,00  - - 100 Persen 10.730.280,00

7.01.02.2.02.0002 
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di 

Wilayah Kecamatan

 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal di Wilayah Kecamatan 
- - - 9 Laporan 9 Laporan 1.097.400,00 1.085.000,00 782.500,00 314.900,00

 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
 - 

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
9 Laporan 5.365.140,00

KECAMATAN 

BENJENG

7.01.02.2.02.0003 
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 
- - - 23 Laporan 23 Laporan 1.097.400,00 1.085.000,00 782.500,00 314.900,00

 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
 - 

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
23 Laporan 5.365.140,00

KECAMATAN 

BENJENG

7.01.02.2.04
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 

kepada Camat
 Tingkat Kematangan Pelayanan Publik - - - 100 Persen 100 Persen 1.097.400,00 1.085.000,00 782.500,00 314.900,00  - - 100 Persen 5.365.140,00

7 01 02 2.04 0001
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan 

pelayanan perizinan non usaha 
 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan - - - 23 Dokumen 23 Dokumen 1.097.400,00 1.085.000,00 782.500,00 314.900,00

 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
 - 

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
23 Dokumen 5.365.140,00

KECAMATAN 

BENJENG

3 7.01.03.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

 Persentase Musrenbang Desa yang difasilitasi, Persentase 

Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina dan 

Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi 

- - - 100 100 84.525.700,00 92.545.000,00 78.057.500,00 6.468.200,00  - 100 132.350.827,00

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan 

Pembangunan 
- - - 100 persen 100 persen 37.784.700,00 48.715.000,00 47.330.000,00 -9.545.300,00  - - 100 persen 81.269.907,00

7.01.03.2.01.0001
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Di Desa

 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 
- - - 23

 Lembaga 

Kemasyarakatan 
23

 Lembaga 

Kemasyarakatan 
27.200.450,00 27.165.000,00 27.165.000,00 35.450,00

 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
 - 

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
23

 Lembaga 

Kemasyarakatan 
30.198.768,00

KECAMATAN 

BENJENG

7.01.03.2.01.0003
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 
- - - 23 Laporan 23 Laporan 10.584.250,00 21.550.000,00 20.165.000,00 -9.580.750,00

 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
 - 

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
23 Laporan 51.071.139,00

KECAMATAN 

BENJENG

7.01.03.2.03
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 

Kecamatan

 Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang 

dibina 
- - - 100 Persen 100 Persen 46.741.000,00 43.830.000,00 30.727.500,00 16.013.500,00  - - 100 Persen 51.080.920,00

7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan  Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya - - - 23
 Lembaga 

Kemasyarakatan 
23

 Lembaga 

Kemasyarakatan 
46.741.000,00 43.830.000,00 30.727.500,00 16.013.500,00

 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
 - 

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
23

 Lembaga 

Kemasyarakatan 
51.080.920,00

KECAMATAN 

BENJENG
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4 7.01.04
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
 Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi - - - 100 Persen 100 Persen 42.141.000,00 42.010.000,00 36.065.000,00 6.076.000,00  - 100 Persen 41.448.726,00

7.01.04.2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum
 Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan - - - 100 Persen 100 Persen 39.946.200,00 39.840.000,00 34.500.000,00 5.446.200,00  - - 100 Persen 22.884.180,00

7.01.04.2.01.0001

Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah 

Kecamatan

 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan 

- - - 12 Laporan 12 Laporan 39.946.200,00 39.840.000,00 34.500.000,00 5.446.200,00
 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
 - 

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
12 Laporan 22.884.180,00

KECAMATAN 

BENJENG

7.01.04.2.02
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah
 Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan - - - 100 Persen 100 Persen 2.194.800,00 2.170.000,00 1.565.000,00 629.800,00  - - 100 Persen 18.564.546,00

7.01.04.2.02.0001

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang 

Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- 

Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 

- - - 23 Laporan 23 Laporan 2.194.800,00 2.170.000,00 1.565.000,00 629.800,00
 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
 - 

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
23 Laporan 18.564.546,00

KECAMATAN 

BENJENG

5 7.01.05
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM
 Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi - - - 100 100 1.097.400,00 1.070.000,00 775.000,00 322.400,00  - 100 6.991.435,00

7.01.05.2.01 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 

Penugasan Kepala Daerah

 Jumlah kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan 

kepala daerah yang dilaksanakan 
- - - 100 100 1.097.400,00 1.070.000,00 775.000,00 322.400,00  - - 100 6.991.435,00

7.01.05.2.01.0002
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, 

Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan 

(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional 

- - - 23 Orang 23 Orang 1.097.400,00 1.070.000,00 775.000,00 322.400,00
 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
 - 

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
23 Orang 6.991.435,00

KECAMATAN 

BENJENG
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6 7.01.06
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
 Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu - - - 100 100 5.487.000,00 5.425.000,00 3.462.500,00 2.024.500,00  - 100 96.218.605,00

7.01.06.2.01
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

 Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi  Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 
- - - 100 100 5.487.000,00 5.425.000,00 3.462.500,00 2.024.500,00  - - 100 96.218.605,00

7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa 
- - - 23 Dokumen 23 Dokumen 2.194.800,00 2.170.000,00 1.565.000,00 629.800,00

 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
 - 

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
23 Dokumen 39.254.600,00

KECAMATAN 

BENJENG

7.01.06.2.01.0018 
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di 

Wilayah Kecamatan

 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 

Perdesaan di Wilayah Kecamatan 
- - - 23 Laporan 23 Laporan 3.292.200,00 3.255.000,00 1.897.500,00 1.394.700,00

 Kab. Gresik, Benjeng, 

Semua Kel/Desa 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)
 - 

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik 

inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart 

Governance berbasis satu data pembangunan
23 Laporan 56.964.005,00

KECAMATAN 

BENJENG
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BAB V 

PENUTUP 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

Tahun 2025 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan daerah yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang 

menerangkan bahwa perangkat daerah diwajibkan untuk Menyusun Rencana Kerja 

Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang 

berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahun yang 

dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang 

sifatnya lebih operasional. 

Sebagai kesimpulan pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja (Renja) 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, disampaikan catatan penting 

yang perlu mendapat perhatian khusus, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana 

tindak lanjut dengan penjelasan sebagai berikut : 

A. Kaidah - Kaidah Pelaksanaan 

1. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan dan pedoman pelaksanaan 

berbagai program dan kegiatan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

Tahun 2025 menjadi dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan 

perangkat daerah di lingkungan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

government) maupun pemerintahan yang bersih (clean government) 

sehingga dapat lebih akuntabel dan transparan. 

3. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2025  ini dapat dibangun 

komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam 

perencanaan kegiatan dan program yang keluar dari kesepakatan dalam 

perubahan rencana kerja ini. 

B. Rencana Tindak Lanjut 

1. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja ( 

LAKjIP ) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2025  dan sekaligus  



sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi crganisasi Tahun
2025.

2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
Tahun 2A25 ini akan dijadikan dasar pengukuran laporan kinerja keuangan
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik rahuin zazs, sebagaimana yang
dimaksud dalam Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, profesional
serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi dan
rneningkatkan motivasi pegawai dalam rangka menghadapi perubahan
glohal di lingkungkan strategis.

4' Menerapkan koordinasiyang lebih intensif dengan Pemerintah Daerah atas
semua produk-produk hukum sebagai acuan penyusunan kebijakan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng
Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 20?6 yang telah
kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu - isu strategis dan catatan
penting serta program dan kegiatan prioritas. untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, ilamun secara umum perubahan Rencana
Kerja {Renja} Perangkat Daerah Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun
2025 tersebut sudah meneakup semua program pemerintahan dan
pem bangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.
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